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ABSTRAK

IKINANTI. 105 731 1288 18. 2022. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap
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ABSTRACT

IKINANTI. 105 731 1288 18. 2022. The contribution of the billboard tax to the
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masalah antara lain terkalt kurangnya konsistensi perencanaan dan materi

permasalahan dilapangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penyusun
pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang




dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tuntunan peningkatan pendapatan asli
daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan
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buat menjamin terealisasinya segala ketentuan Undang-undang, peraturan
keputusan kebijakan dan ketentuan daerah itu sendiri. Pada UU Nomor 32
Tahun 2004, khususnya pasal 136 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Peraturan




Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas bantuan.

Pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

terwujudnya kesejahteraan akan tefkait dengan anggaran yang memiliki setiap

daerah. Demi tercapainyz / maka penyusunan program

tatanan yang telah
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daerah dan banyaknya investor baik dari dalam maupun diluar Negeri

Perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian para investornya
dengan melaukan pajak reklame/mempromosikan dengan memperkenalkan
dan memasarkan produknya kepada para investor tersebut,




Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang
pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan
digunakan untuk kepentingan nnegara dan kesejahteraan masyrakat umum.

Pemungutan, pelayanan, dan pen asan pajak dilakukan oleh Direktorat

Jendral Pajak (DJP). Pajak m
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undangan perpajakan serta sebagai perwujudkan peran serta masyarakat atau
wajib pajak untuk secara langsung atau bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan yang diperiukan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.



Dengan melihat keadaan yang terjadi sebaiknya potensi pajak reklame
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah periu ditingkatkan, antara

lain dengan mencari objek-objek reklame baru yang dapat dikenakan pajak

reklame, yang dimana objek-objek wreklame pada waktu yang lalu tidak
dikenakan pajak. Dari pihak Bag pemerintah daerah Kabupaten

1, dan denda terhadap

Sumbur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu-NTB

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tentang besarnya target, realisasi
dan presentase realisasi untuk masing-masing komponen PAD yang ada di
Bappenda. Komponen PAD di Bappenda yang memiliki presentase realisasi
terbesar adalah pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 107 34%. Sementara



komponen dengan presentase realisasi terkecil adalah pendapatan denda

pajak yang memiliki presentase realisasi hanya sebesar 16,75%.

Tabel 1.2 Nilai realisasi dan presentase kontribusi untuk masing-masing

Bappenda adalah bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak rokok yang
masing-masing memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 28,02% dan
22,84%. Sementara komponen kontribusi terkecil adalah pajak air permukaan

yang memiliki kontribusi hanya sebesar 0,07%.




Untuk itu perlu kita periu ketahui apa arti dari pada tugas pokok Bappenda
beserta produser yang benar dan sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku Agar pembangunan daerah bisa terlaksana secara
menyeluruh terarah dan terpadu.

kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di
Bappenda Kabupaten Dompu. Maka diharapkan mempunyai manfaat baik

secara langsung maupun tidak langsung dan adapun manfaat dari penelitian ini
adalah:



1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian Ini nanti akan dapat digunakan sebagal pengembangan

ilmu pengetahuan dalam perpustakaan serta dapat digunakan sebagai
bahan bacaan yang akan melakukan penelitian sesuai judul yang sejenis.
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A. Tinjauan Teori
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pemerintah daerah tingkat | maupun pemerintah daerah tingkat Il) dan hasil

yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan
daerah (APBD).
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Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah
diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali kontribusi dari
sumber penerimaan daerahnya dan kemudian menentukan sendin

kesan kurang baik sampal sekarang. Berikut ini ada beberapa dasar hukum

pajak yang digunakan di Indonesia pada era kemerdekaan:

a. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu
diatur dalam UU No. 6/1983 dan di perbaharui oleh UU No. 16/2000.
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b. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No.
7/1983 dan di perbaharui oleh UU No. 17/2000.

¢. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang

ganti menjadi UU No. 18/2000.

diatur oleh UU No. 8/1983 da
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pasal 1 Ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
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secara langsung dan digunakan untuk keperiuan negara bagi
‘sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat.
c. Prof. Dr. H. Rochmat Scemitro SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada

.
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f. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
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gunanya adalah untuk membiayal pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
g Dr.N. J Feldman (resmi, 2019), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan
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Pajak reklame diatur dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011
tentang pajak reklame. Dalam Perda tersebut, pajak reklame adalah

pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame (Marihot
P. Siaahan, 2005:324),
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a. Pajak reklame adalah pajak atas pelenggaraan reklame. Reklame
adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan
corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
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4) Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam
bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan peplengkapnya di peruntukkan bagi lalu lintas.
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5) lzin adalah penyelenggaraan yang terdiri dari izin tetap dan izin
terbatas.

8) Surat permohonan penyelenggaraan reklame adalah surat yang
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Salah satu ciri pajak yang dijalankan apabila pihal, baik orang pribadi
maupaun badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk
membayar pajak. Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang
perpajakan, dijelaskan bahwa apabila seseorang dengan sengaja tidak
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membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan, maka dapat
dikenakan sanksi administratif ataupun hukuman pidana sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.

¢. Warga Negara tidak mendapatkan imbalan langsung

II/ Jw
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melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara
yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Pajak dapat
digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja
pengawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya Hal
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L URISMUM MAKASSAR

17

=

yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang
digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu dar
penerimaan dalam Negari yang dikurangi dengan pengeluaran
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nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan
umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja
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yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang pada
akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Pajak yang telah dipungut oleh pemerintahan atau negara,
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lewat-lewat konten reklame tersebut dengan baik dengan
menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan relevan atau
dengan menyertakan visual gambar seperti model iklan yang sudah



terkenal atau gambar yang menyorot prpoduk atau jasa tersebut
secara jelas.

Adapun yang termasuk wajib pajak reklame sebagai berikut ini:

a Wajib pajak orang pribadi, bila diselenggarakan sendiri secara

N

udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan
reklame paragaan,

Selain objek pajak reklame, ada juga yang tidak termasuk
objek pajak reklame, diantaranya:



1) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah,

2) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta
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lembaga organisasi internasional pada lokasi kantor badan yang

dimaksud.
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2. Subjek dan Objek Pajak
Mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak
penghasilan (PPh) , subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu: Orang

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, yang menjalanka usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
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3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 har dalam jangka waktu

12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia buka i menjalankan usaha atau melakukan
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seperti keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal.
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5. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
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12. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

13. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampal dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,

14. Keuntungan karena sellisih kurs mata uang asing.
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15. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
16. Premi asuransi.

17.luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari

anggotanya yang terdirhdari Wp yang menjalankan usaha atau

3. Perggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau
kenikkmatan pajak dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali
yang berikan pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara



final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan

khusus (Deemed Profit).

4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

d“ o ,!

i > ‘

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan,
persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit
penyetaraan kolektif.
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8 Penghasilan yang ditenma atau diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang
didirkan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,

J [
o Ny

ﬁ

6. Tinjuan Kontribusi Pajak Reklame
a. Pengertian Kontribusi
Kontribusi adalah iuran atau sumbangan atau sesuatu yang
diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya atau
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kerugian tertentu atau bersama. Tingkat kontribusi adalah proporsi
jenis pajak terhadap Total Penerimaan Pajak baik sebelum dan

sesudah pemberiakuan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011.
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dalam hal program dan komitmen pengelolaan pajak-retribusi daerah
pada masing-masing OPD pengelolaan pendapatan, program
peningkatan Perda dan implementasi rencana aksi peningkatan Perda,
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pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan
masing-masing. (Nilawati, 2019).
Pentingnya optimalisasi kontribusi pajak reklame terhadap daerah
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keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
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Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
daerah yang sah merupakan seluruh

A\ dapatan asli daerah dan dana

a darurat, dan lain-lain
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pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungutan wajib
pajak kepada seorang wajib pajak. Dan yang terakhir Withholding System
adalah perhitungan pajak yang dapat dihitung melalui pihak ketiga.
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Tata cara pemungutan pajak reklame di Kabupaten Dompu sebagai
berikut:
a. Retribusi dipungut oleh dinas komunikasi, informasi, statistik dan

enara telekomunikasi

3 rah pada
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yaitu:

a. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.



31

2, Penetapan Pajak Reklame
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu pada Pasal 12

berbunyi:

a Retribusi dipungut derdgan menggunakan Surat Keterangan

dimaksud dalam ayat 1

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

Nama
No. | pPeneliti/Tahun | Judul Penelit Alat Hasil Penelitian
Peneliti Analisis

1. | M. Rachmat Kontribusi Kualitatif = Menunjukan bahwa
Purtanto/2017 | Pajak Deskrptif | penerimaan pajak selama
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Reklame 2013-2017 kontribusi

Terhadap tertinggii berada pada
Pendapatan Tahun 2017 yaitu sebesar

Asli Daerah 3,54% sedangkan
Di Kota penurunan terbesar terjadi
Makassar Tahun 2016 yaitu sebesar
2,08%.
2. | Sabil Pera Menunjukan bahwa
Sabil/2017 ibusi terhadap
iklan asli daerah
Bogor Jawa
1% hanya
> 2 ncapai
hwa
’ i
\~
L
®
) )

4. ilai
hun
nya

4 b al ini
’ ilal laju
pajak
alembang
Pendapatan yang mengalami kenaikan
Asli Daerah pada tahun 2015 dan
Kota mengalami penurunan
Palembang pada tahun 2016.
5. | Muhaimin', Analisis Kualitatif | Menunjukan bahwa
Faidul Adzim?, | Potens| Pajak | Deskriptif | potensi pajak reklame
| Firmansyah¥/2 = Reklame yang dimiliki Kota Makssar
019 Terhadap untuk Tahun 2014 sampali

(R |
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Pendapatan
Asli Daerah
Kota
Makassar

2016 mengalami
peningkatan tiap tahunnya,
namun masih terdapat
potensi yang belum tergali
secara optimal.

Suryana

ll// d] ' l‘\‘\

b
Dath ‘ ‘
Tafzler
<Y

Mekanisme pemungutan
pajak reklame di
Kahupatan Karawang

AT it I

sebesar 13,13% yang
artinya tingkat kontribusi
rata-rata sangat

berkontribusi.
Mulatsih', Analisis Analisis Menunjukan tingkat
Angrawit efektivitas, Desktptif | efektivitas pajak parkir dan
Kusumawarda @ kontribusi Kualitatif | pajak reklame
ni¥, Rooswhan | dan laju menunjukkan  rata-rata




Budhi
Utomo*/2021

Angeg
Prasetyaningty
as’, Dyah
Ratnawati’
12022

'yang tergolong efektif.
Kontribusi pajak parkir dan
pajak reklame menunjukan
rata-rata yang sangat
kurang. Laju pertumbuhan
pajak parkir dan pajak

reklame sangat bervariasi,
laju pertumbuhan pajak

pajak hotel dan pajak
reklame secara signifikan
mempengaruhi PAD.
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Pemerintah
Kabupaten/K
ota di
Surabaya,
Sidoarjo,
Malang dan
Batu Tahun

2011-20 //\

| jasaran . H aAsarkar "'L -
> PO~
(‘./ -5 r"V/'( \‘\s -:‘_\?t') §

3l | ay ) | W g £
///,/,;/%wo RS

v v W\
- "

yang saya lakukan adalah membahas mengenai Kontribusi Pajak Reklame
Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dompu, dan yang menjadi
menjadi persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas

mengenai Pajak Reklame.



2. Perbedaan dan Persamaan antara peneliti ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh Veronika Anggun Prasetyaningtyas’ dan Dyah Ratnawati

Veronika Anggun Prasetyaningtyas dan Dyah Ratnawati (2022),

dengan judul ‘Pengaruh Pajak Réstoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame

\
\\\\h [ lh////

")-’1' vw \»k‘k
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N,

Irna Irmandi Safitri (2021), dengan judul “ Analisis Terhadap Kontribusi
Pajak Reklame, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI
Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti ini lebih memfokuskan menganilisis
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kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran di karenakan
Provinsi Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan Kota yan besar dengan

penduduk yang banyak didalamnya serta menjadi salah satu pusat industri

Persamaan / \
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Jika Pendapatan pajak reklame besar, kontribusi terhadap Pendapatan Asli
Daerah wilayah akan besar. Jika Pendapatan pajak kecil, kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah juga akan kecil.
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Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pemungutan yaitu dari
pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan

krusial yang akan digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dan pembangunan daerah. Méke, peneliti membuat kerangka berfikir:




BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
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2022-24 Mei 2022 dengan objek yang diteliti adalah “Kontribusi Pajak Reklame
Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bappenda Kabupaten

Dompu".
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D. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis dan sumber data
Sekunder dan Primer. Menurut Sugiyono (2016: 225) data sekunder yang
dimaksud adalah sumber data yangdidak langsung memberikan data kepada

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis

dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperiukan agar sesuai
dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam
penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:



a1

1. Pengamatan (Observasi)
Observasi adalah pengamatan secara lansung ke objek peneliti,
berdasarkan lokasi yang ditetapkan maka peneliti melakukan observasi di

kantor BAPPENDA Kabupate smpu. Alat yang di gunakan selama
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kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis berapa besar kontribusi Perda
Kabupaten Dompu untuk Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dompu
tersebut Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengelola data
menjadi informasi yang baru. Proses ini cukup diperiukan agar karakteristik
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data bisa menjadi mudah untuk dimengerti dan berguna sebagai solusi untuk
suatu permasalahan khususnya tentang kontribusi pajak untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah di Bappenda Kabupaten Dompu tersebut.

4
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BAB IV

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ariai-tuiuandar

menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan.
2, Visi dan Misi Objek Penelitian
a Visi
“Terwujudnya kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan
melalui peningkatan pendapatan asli daerah.”
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b, Misi
Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka badan
pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Dompu menetapkan misi
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Ir. Armansyah, M.Si
(Kepala Badan)

Irin Haeriyah, S(E., Ak
(Kepala Bidang Pajak)

Sahwan, S 808
(Kasubid Pendafaran dan

Pendataan Pajak)

Siti Raodah S.E

(Kasubid Penilaian Penetapan
dan Keberatan Pajak)

Abdul Haris. .5
1 (Kasubid Penagihan dan
Pelaporan pajak)

Rusdin, S.E Sri Khairuni, S.E
(Kasubag Umum dan (Kasubag Program,
kopegawaian) Pelaporan dan

Keuangan)
Crs. M_Hatta Muchamad Andi
(%aepata Bidang Praseiin, 8.7 . M.A
Retribus| dan {Xepala Bidang PEB
Pendapatan) dan BPHTB)

Habiburrahman, S.E
{Kasubid Pendaftaran
dan Pendataan PBB

dan BPHTB)

Firmansyah. 5.So0s
(Kasubid Pendaftaran
Retribusi dan
| Pendaftaran Lain-Lain}

Mubkammad Taufik

Kaharuddin, S.E
(Kasubid F'“I:'l:"“ (Kasubid Penilaian
Penetapan, Keberatan Penetapan dan

Retribusi dan
Keberatan PBB dan
Pendapatan Lain-Lain) BPHTB)

S.50s

Joni Ardiansyair S.C
{Kasuhid Penagihan,
®elapotan Retribusi

dan Pendapatan Lain-
LI“'I] dan EPHTE:'

Wahyuni, A.Md
(Kasubid Penagihan
dan Pelaporan PBB

‘ UPTB \

Gambar 4.1 Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
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4. Tugas Pokok dan Fungsi Tiap Bagian Bappenda Kabupaten Dompu
a. Kepala Badan: Mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin

dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah yang menjadi

en di Badan Pengelolaan Pendapatan

kewenangan daerah di Kabu

\h y
\\\“ sy

-3. \\
¥. PRI

/ L, wg%;\\\\
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1. Menyusun rencana kegiatan kerja

2. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan

pengadaan barang dinas;
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3. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan
umum dinas;

4, Mengelola wurusan administrasi keuangan serta rencana

v o s °
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5. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
e Kasubag Program, Pelaporan dan Keuangan: Mempunyai tugas yaitu:




1. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian
Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
2. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup

Dinas;

. Melaksanakan pe

kebijakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
3. Pendaftaran objek pajak dan wajib pajak;
4. Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;
5. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah,
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6. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Kasubag
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

g. Kasubag Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak:

pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

|. Kasubag Pendaftaran Pendataan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain:
Mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan pelayanan
administrasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
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k. Kasubag Penilaian Penetapan, Keberatan Retribusi dan Pendapatan
Lain-lain: Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Retribusi, dan
Pendapatan lain-lain. Kebaratan dan pengawasan pendapatan Daerah
dalam menyiapkan bahan usan dan melaksanakan kebijakan
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pelayanan dan penetapan wajib pajak daerah.
p. Kasubag Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB: Mempunyai

tugas untuk pengawasan pendapatan daerah dalam menyiapkan
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bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan penagihan Pajak Daerah.
B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peniliti akan aparkan fokus dari penelitian yaitu

tentang kontribusi pajak reklz /\ adapatan asli daerah Kabupaten

5. | Ir. Armansyah, H,M.Si | 53 Thn | Kepala Badan

6. | IrnHaeryah, SE, Ak | 44 Thn  Kepala Bidang Pajak

Kasubid Penagihan, Pelaporan Retribusi
Dan Pendapatan Lain-Lain

8. Rusdin, S.E 51 Thn | Kasubag Umum Dan Kepegawaian

7. Joni Ardiasyah, S.E 45 Thn
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Kasubag Pendaftaran Dan Pendataan

Sahwan, 5.s0s S0 Thn
Pajak

10.

. Kasubid Penilaian, Penetapan Dan
- Keberatan Pajak

Siti Raodah, S E 56 Th

2. Deskripsi Hasil Penelitian

patan Asli Daerah (PAD) selalu
meningkat dari tahun ke tahun sumbangan terbesar dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak reklame tahun 2021
mencapai Rp. 117.389.506.344,98 (132,69 Persen). Capaian ini
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mengalami peningkatan dan melebihi target Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang sebelumnya hanya Rp. 88.468.824.005
¢. Deskripsi Data

Untuk menjawab pertanydan dalam rumusan masalah tentang

N\

N OV o
O RAR

‘h\‘ﬂ

L oL
N\t
= - ‘\‘;\‘V‘_:"”f“'&,}/‘ "/ i

KL )

¥ firpnnet A

2019 152,500.000 288, 790, 911
2020 191.000.000,00 292, 614, 673, 50
2021 246.000.000 411, 654, 756, 00

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu



Tabel 4.4 Realisasi dan Target Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten

Dompu 2017-2021
Tahun . . ) _
Realisasi Penerimaan Pajak Target Penerimaan Pajak
Anggaran -
2017 1086, 146, 474, 0C 114, 107, 904, 00

A
2018 i v 00, OC 122| um? 000

2019 & 135, 000,000

. manganals
N7/

E

® 2 o
\ L] _/

291.655.115.006
353.109.782.572
930.967.523

Tahun 2020 = mx 100% = 0,8463 %

Tahun 2021 = x100% = 0,8260 %




2. Untuk menjawab rumusan masalah yang ke dua tentang kontribusi
pajak reklame terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Dompu

digunakan rumus berikut :

r Pajak R e 2 100%

A

\
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bl

i
B
|

129, 020, 000
132,291,866

Artinya: Penerimaan pajak reklame pertahun di Kabupaten Dompu
pada tahun 2017-2021 sudah dapat dikategorikan sangat efektif karena

Tahun 2020 = x100% = 97,53 %
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tingkat kontribusi pajak reklame yang dicapai lebih besar dari satu atau
lebih dari 100%.

Dalam hasil penyampaian wawancara informan dar ibu Sitti
Raodah, S.E selaku Kasubid Pgfllaian, Penetapan dan Keberatan Pajak
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S~ ? d«ﬁ %;&
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Pemberian sanksi pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran
sangat diperlukan agar terwujudnya kepatuhan atau kesadaran wajib
pajak dalam melaksanakan perpajaknya. Bappenda pemberian sanksi
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belum terlalu efektif karena masih banyak wajib pajak yang
pembayarannya masih menunggak.
Dasar hukum pajak yang disampaikan oleh Abdul Haris, S.E

"“Dasar hukum g . ai dalam pemungutan pajak
| 2009 dan PERDA
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C. Pembahasan
Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan
dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan
kearah keadaan yang lebih b Pembangunan yang ingin dicapai
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Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pungutan
secara efesien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan
dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan tersebut
tak akan berjalan baik tanpa memperhatikan kepentingan dari penerimaan
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sektor pajak. Artinya semakin baik pengelolaan pajak maka akan semakin
besar kemampan daerah dalam meningkatkan sumber-sumber
pembiayaan pembangunannya, (contohnya: Membangun jalan-jalan yang

rusak, Membangunan sarana pemfiihjaman, Melakukan penyuluhan SDM).

besar. Pada tahun 2021 pajak reklame mencapai target sebesar 167%.

Hal disebabkan oleh objek pajak reklame yang di dalam pemasangannya
menggunakan registarasi atau nomor pendaftaran. Dengan meningkatnya
kontribusi pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
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akan sangat cukup untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah saat
ini.
Diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun

2017 sampai dengan 2021 yakni@ebesar 93,05% untuk tahun 2017:101,

ahun 2019: dan 97,53% untuk
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diketahui bahwa tiap tahunnya konribusi pajak reklame terhadap

pendapatan asli daerah selalu meningkat. Faktor-faktor Peningkatan
Pajak Reklame di Kabupaten Dompu sebagai berikut: Wilayah Kabupaten
Dompu yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai ajang promosi atau
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tempat pemasaran pajak reklame,Banyak industri dan perdagangan yang
menja dikan banyaknya objek pajak reklame, Banyak jumiah objek pajak
reklame di Kabupaten Dompu sebagai sarana memperlancar pemasukan

penerimaan pajak reklame dap(Tarif reklame dianggap murah untuk
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Kontribusi pajak daerah, pajak ame salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah yang berpoten /
efektif, dan ekonomis g
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untuk tahun 2020 sebesar 292.614.673,50 dan untuk tahun 2021 yaitu sebesar

411.654.756,00.
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B. Saran
Untuk memungkinkan peningkatan Pendapatan Pajak Reklame di tahun

yang akan mendatang, ada beberapa saran yang peneliti tulis untuk pihak

Bappenda Kabupaten Dompu yaitu:

1. Kontribusi pajak reklam
ditingkatkan lag
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Lampiran 1: Transkip Wawancara

Pewawancara - Lalu, apakah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya selalu

mengalami kenaikan bu?
Narasumber : lya, selalu mengalami kenaikan dek.
Pewawancara - Apakah tingkat efektivitas pajak daerah ini tu dapat mempengaruhi




penentuan target pajak daerah tahun berikutnya Bu?
Narasumber - lya karena dasar penentuan target ya menggunakan capalan target
tahun-tahun sebelumnya jadi nanti ditingkatkan. Perhitungan
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Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah, Penyelenggaraan
pelayanan umum bidang pendapatan daerah, Pembinaan dan
pengembangan pendapatan daerah, Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas dan fungsinya.
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Pewawancara: Apa sistem pemungutan yang digunakan Kabupaten Dompu dalam
memungut pajak reklame?
Narasumber- Menggunakan Official Assessment System dan Self Assesment
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apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, wajib
pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Pewawancara, Apakah ada ketentuan tertentu berkaitan dengan pendaftaran
wajib pajak reklame?
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Narasumber Subjek pajak reklame harus mendaftar menjadi wajib pajak dan
membayarkan pajaknya dalam waktu 20 hari setelah reklame
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Narasumber. Qo... iya sama-sama

Pewawancara : lya pak terimakasih.
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LAMPIRAN 1
DOKUMENTASI PENELITIAN

(Foto Bersama Kasubid Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak)
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(Foto Proses Pembayaran Pajak yang dilakukan di Bappenda)
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(Fota Ruln Kerja Para Pegawai Perpajakan di Kantor Bappenda
Kabupaten Dompu}



LAMPIRAN 3
HASIL TURNITIN
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BAB Il Ikinanti 105731128818
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~BABIV Ikinanti 105731128818
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

15 St A ik S 290 Tekp U 10000 12 Fan O011RES S8R Ashawsar 90CT |
Unabtng dojts Lamiai T Momrigmin Tslmalapianny Mlakissasy : Siamany Sclumn



Bl

¥

BADAN KIE SATUAN BANGSA DAN POLITIK
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BIODATA PENELITI

Penulis bernama Ikinanti lahir di Dompu-NTB pada tanggal

orang anak perempuan yang lahir dari

»ernama Raodah dan seorang ayah
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